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Kualifikasi Pelaksana

1. |Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. |Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;

3. |Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik;

4. |Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;

5. |Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2024 tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

6. |Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2024 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

7. |Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
2025 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

8. |Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
9 |Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

il
2.
3.

. |Memahami SOP makro pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran

Memahami peraturan dan perundang-undangan tentang pelayanan informasi publik;

Mampu melakukan pengelolaan pelayanan informasi publik;

Memahami struktur kelembagaan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

1. [KP2MI/BP2MI-13.01/CFM.01/SOP.01 - Pelayanan Informasi Publik: 1. |Alat tulis kantor

2. |KP2MI/BP2MI-13.01/CFM.01/SOP.01/02.05/01 - Permintaan Informasi Publik; 2. |Komputer, printer dan scanner

3. |KP2MI/BP2MI-13.01/CFM.01/SOP.01/02.05/02 - Penanganan Keberatan; 3. |Jaringan internet

4. |KP2MI/BP2MI-13.01/CFM.01/SOP.01/02.05/03 - Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik; 4 |Lembar kerja/ Rencana Kerja dan Anggaran
5

. |KP2MI/BP2MI-13.01/CFM.01/SOP.01/02.05/05 - Pendokumentasian Informasi Publik;
6. |KP2MI/BP2MI-13.01/CFM.01/SOP.01/02.05/06 - Pelayanan Permohonan Penelitian Akademis.

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Jika SOP Pengujian Konsekuensi ini tidak berjalan dengan baik, maka akan berpengaruh pada kinerja KP2MI/BP2MI.

Pencatatan dan pendataan dilakukan di media soff copy (elektronik) dan hard copy (salinan keras).




Dikecualikan pada laman PPID

Informasi Publik yang telah

telah dimutakhirkan
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BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT
Pelal Mutu Baku
No Kegiatan Hi Pra;l;ae(ta Kepala Biro Unit Kerja Terkait Keterangan
9 \masft eligas 4 Hubungan nit Rerja terkal Tim Pertimbang Kelengkap Waktu Output g
Pelaksana Informasi (PPID Pelaksana)
" Masyarakat (PPID)
Publik
1 Menyiapkan konsep rancangan Daftar Informasi Publik yang 1. Konsep rancangan Daftar 1jam 1. Konsep rancangan Daftar
Dik likan dan Nota Dinas p Daftar Informasi Informasi Publik yang Dikecualikan i Publik yang Di
Publik yang Dikecualikan kepada seluruh unit kerja (PPID (1 2. Nota Dinas 2. Nota Dinas
Pelaksana)
1]
2 A i, menyetujui, dan d i Nota Dinas 1. Konsep rancangan Daftar 1 HK 1. Rancangan Daftar Informasi
permohonan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan Informasi Publik yang Dikecualikan Publik yang Dikecualikan
2. Nota Dinas 2. Nota Dinas
P —
3 M Nota Dinas Daftar Informasi 1. Rancangan Daftar Informasi 1Jam 1. Terkiimnya Nota Dinas
Publik yang Dikecualikan kepada unit kerja Publik yang Dikecualikan Permohonan Daftar Informasi
2. Nota Dinas Publik yang Dikecualikan
2. Nota Dinas
1
4 Memberikan usulan dan memutakhirkan Daftar Informasi 1. Daftar usulan Informasi Publik 3HK 1. Daftar Informasi Publik yang
Publik yang Dikecualikan sesuai dengan informasi yang yang Dikecualikan yang telah Dikecualikan yang telah
dikecualikan di unit kerja dimutakhirkan oleh unit kerja dimutakhirkan oleh unit kerja
2. Nota Dinas 2. Nota Dinas
]
5 {Menerima dan melakukan identifikasi atas usulan Daftar Informasi Publik yang 1 HK Rancangan Daftar Informasi yang
pemutakhiran Daftar Informasi yang Dikecualikan dari unit Dikecualikan yang telah Dikecualikan
kerja dimutakhirkan oleh unit kerja
6 Menyiapkan dan meny ikan konsep rapat Rancangan surat undangan 1jam Rancangan surat undangan
pemb terhadap usulan Daftar Informasi yang Tidak
Dikecualikan
I—
T M i dan d i und rapat Rancangan surat undangan 1HK Surat undangan yang telah
pembahasan terhadap usulan Daftar Informasi yang ditandatangani
Dikecualikan
Ya
] 1
8 Melakukan rapat pembahasan terhadap usulan Daftar 1. Surat undangan 3HK 1. Rancangan Lembar Uji
Inf i yang Dik dan pertimbangan atas dasar 2. Rancangan Daftar Informasi Konsekuensi
hukum untuk pengecualian informasi I yang Dikecualikan 2. Daftar Informasi yang
3. Daftar hadir D i
9 Memberikan masukan atas Daftar Informasi yang 1. Rancangan Lembar Uji 1HK Hasil koreksi dan masukan atas
Dikecualikan Konsekuensi Draf Daftar Informasi yang
2. Daftar Informasi yang Dikecualikan
0
[
10 Menyiapkan rancangan Keputusan PPID tentang Daftar Hasil koreksi dan masukan atas 1 HK |Rancangan Keputusan PPID
Informasi yang Dikecualikan Tidak Draf Daftar Informasi yang tentang Daftar Informasi yang
Oinecuainan Dikecualinan
I
1 Mengoreksi dan menetapkan Keputusan PPiD tentang Rancangan Kepuiusan PPiD 1 HK Keputusan PPID tentang Daitar
Daftar Informasi yang Dikecualikan tentang Daftar Informasi yanq Informasi yanq Dikecualikan
Dikecualikan
Ya
——
12 Mengalihmediakan (scanning ) Penetapan PPID tentang 1. Keputusan PPID tentang Daftar 1 jam Keputusan PPID tentang Daftar
Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan Informasi Publik yang Dikecualikan Informasi Publik yang Dikecualikan
yang telah ditetapkan yang telah ditetapkan dalam
2. Scanner bentuk soft copy
13 Melakukan pemutakhiran Daftar Informasi Publik yang l Keputusan PPID tentang Daftar 1jam 1. Daftar Informasi Publik yang

ditetapkan dalam bentuk soft copy

2. Daftar Informasi Publik yang

diunggah di laman PPID




